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PALANGKA TIAYA PRoVINSI KALIMN NTAN TENC'iAH DALAM RANGKA

PERCEPATAN PENAN(JANAN COROA'A YIR']S D,I.S EASD 2019 (COVID.19I

I)!]N(}AN RAHMAT TUIIAN YANG MAI.IA ESA

\1 t'Nl'F]I?I ](I]SDI IATAN IiDPUALIK ]NDoNESIA.

Mcnimbang bahwa data yang ada mcnunjukkan telah tcrjadi
pcningkatan dan penycba.an kasus Corona yirus

Diseas.r 20lC (COVID-1S) yang signifikar dan cepat

scrta diiringi dcngan kejadian transmisi lokal di

wil.ryah Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan

Tcngah;

bahwa berdasarkan hasi) kajian epidemiologi dan

pcrtimbangan kesiapan daerah dalam aspck sosial,

ckonomi, serta aspek lainnya, pcrlu dilaksanakal
Pcmbatasan Sosial Bcrskala Besar di wilayah Kota

)):rlangka Itaya Provlnsi Kalimantan Tcngah, guna

menekan penyebaran COVID 19 scmakin meluas;

bahwa bcrdasarkan pcrtimbangan sebagaimana

drmaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

rnondapkan Kcputusan Menteri Kesehatan tentang

Pcnetapan Pcmbatasan Sosial Berskala Besar di

Wilayah Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan

Tcngah Dal:rm Rangka Percepatan Penanganan Corona

Yiru-s Dlseose 2019 (COVID r9);

ll

Mengingat 1 Undang Und.rng Nomor 24 Tahun 2007 tentang

Pcnanggulangarr Bencana (Lembaran Negara Rcpublik



Indonesia 'l'ahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

2. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerinlahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lcmbaran NeElara Republik Indonesia Nomor 5587)

scbagaimaia tcla}I diubah beberapa kali, tcrakhir
dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubalan Xedua atas Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2014 tcntang Pemerintahan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58.
'lambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);

3. Undang-Undarg Nomor 6 Tahun 2018 tentang
I(ckarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik
Indoncsia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan
Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);

.1. Pcraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang
Standar_ Pelayanan Minimal (Lembaran Ncgara

Rcpublik Indoncsia Tahun 2018 Nomor 2. Tambahan

Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 6178);

5. Peraturan Pemcrintal Nomor 2l Tahun 2O2O tentang

Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka

Pcrccpatan PenanganaD Corona Virus D'seose 2019

(COVID 19) (Lembaran Negara Rcpublik tndonesia

]'ahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Ncgara

liepublik Indoncsia Nomor 6487);

6. Peraturan Prcsiden Nomor 35 Tahun 2O1S tentang

Xementerian Keschatan {Lembaran Negara Republik

Ildonesia Tahr"l 2015 Nomor 59);

7. Kcputusan Prcsiden Nomor 7 Tahun 2020 tentaig
Gugus Tugas Pelcepatan Penaoganan Corona Virus

Disea.se 2019 (COVID t9) sebagaimana retah diubah

dengan KeputLrsan Presiden Nomor 9 Tahun 2O2O

lcntang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 7
Tahun 2020 tentang Gugus Tugas percepatan

Pcnanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID t9);
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8. Keputusan Presiden Nomor 1I Tahun 2020 tentang
Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corono

Yirus Disease 2019:

9. Kcputusan hesiden Nomor 12 Tahun 2O2O tentang
tcntang Penetapan Bencana Nonalam penyebaran

Corona Virus Disease 2079 (COVID-19) Sebagai

Bcncana Nasional:

10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2o2o

tcntang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar
Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus
Disease 20 19 (COVID-19) (Berita Negara Rcpublik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 326);

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG

PENETAPAN PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR DI

WILAYAH KOTA PALANGKA RAYA PROVINSI KALIMANTAN

TENOAH DALAM RANGKA PERCEPATAN PENANGANAN

coRoNA yIRUS DTSEASE 2019 (COVTD_ 191.

Mcnctapkan Pembatasan Sosial Berckala Besar di Wilayah
Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah Dalam

Rarngka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease

2019 (COVTD- 19)

Pemcrintah Daerah Kota Palangka Raya provinsi

Kalimantan Tengah wajib melaksanakan pembatasan

Sosial Berskala Besar sebagaimana dimaksud dalam
DikLum KESATU sesuai ketcntuan pcraturan perundang

undangan dan secara konsisten mendorong dan

mcnsosialisasikan pola hidup bersih dan sehat kcpada
masyarakat.

Pcmbatasan Sosial Berskala Besar sebagaimana dimaksud

dalam Diktum KEDUA dilaksanakan selama masa

lnkubasi terpanjang dan dapat diperpanjang jika masih
terdapat bukti penyebaran.

Wali kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah

mclaporkan pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala

MEMUTUSKAN:



KEI,IMA

Besar sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan
Diktum KETIGA kepada Menteri Kesehatan dengan

tembusan kepada Gubemur Kalimantan Tengai, untuk
digunakan sebagai dasar menilai kemajuan dan

keberhasilan pclaksanaan Pembatasan Sosial Berskala

l(cputusan Mentcri ini mulai berlaku pada tanggal

ditctapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 Met 2O2O

EHATAN
DSIA,

AGUS PUTRANTO

MEN'I'ERI

REPUBLIK


